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Perjanjian merupakan hubungan hukum yang sering dilakukan pada kehidupan bermasyarakat. Salah satu
syarat sah perjanjian adalah syarat subjektif, yaitu kata sepakat. Kata sepakat mungkin sgjatidak tercapai
pada suatu perjanjian. Tidak tercapainya kata sepakat karena adanya unsur paksaan dalam perjanjian antara
para pihak. Pendapat para ahli hukum mengenai definisi paksaan dalam perjanjian dan pertimbangan hakim
dalam menentukan ada atau tidaknya unsur paksaan dalam suatu perjanjian. Penelitian ini menggunakan
metode yuridis normatif dan deskriptif analisis. Dataterdiri dari primer dan sekunder. Hasil penelitian
memperlihatkan bahwa definisi paksaan menurut para ahli hukum ialah perbuatan menakuti seseorang yang
menyebabkan orang tersebut takut bahwa dirinya akan menderita kerugian. Terdapat kesesuaian teori dan
doktrin yang menjadi dasar hukum di beberapa pengadilan di Indonesia dalam menentukan adanya unsur
paksaan dalam suatu perjanjian. Diperlukan adanya diskusi |ebih lanjut untuk mendefinisikan paksaan itu
sendiri di antara para sarjana. Sebaiknya Mahkamah Agung memberikan pelatihan hukum kepada hakim-
hakim terkait unsur paksaan dalam perjanjian.

<hr>Duress on Agreement is alegal relationship that is often carried out in community life. One of the
legitimate conditions for an agreement is a subjective condition, namely an agreement. An agreement may
not be reached on an agreement. Not reaching an agreement because of the element of coercion in the
agreement between the parties. The opinions of legal experts regarding the definition of coercion in the
agreement and consideration of the judge in determining whether or not thereis an element of coercionin an
agreement. This study uses a normative juridical method and descriptive analysis. Data consists of primary
and secondary. The results showed that the definition of coercion according to legal experts was the act of
frightening someone who caused the person to fear that he would suffer losses. There is a conformity of
theory and doctrine which isthe legal basisin several courtsin Indonesiain determining the element of
coercion in an agreement. Further discussion is needed to define coercion itself among scholars. It is
recommended that the Supreme Court provide legal training to judges regarding the element of coercionin
the agreement.
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